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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan
Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98/PUU-XXI/2023
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

29 NOVEMBER 2023

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, pukul 15.00 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI
dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam Perkara 98/PUU-XXI/2023
diajukan oleh Andi Redani Suryanata, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.

C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil
terhadap Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu yang selengkapnya
berketentuan sebagai berikut:

Pasal 182 UU 7/2017:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta
Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
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a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu)
tahun atau lebih;
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b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
¢. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesattran Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, danf atau menulis dalam bahasa
Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
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madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal lka;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
terdaftar sebagai Pemilih;
bersedia bekerja penuh waktu;
mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa,
aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,
yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali;

L. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai
anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

m. bersedia unhrk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;

0. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan

p- mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan
yang bersangkutan.
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Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
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telah berumur 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau lebih;

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

bertempat tinggal di Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;

dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa

Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan madrasah Aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

sehat jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

terdaftar sebagai pemilih;

bersedia bekerja penuh waktu;

mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,

aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan

pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau

badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga perwakilan; dan

p- dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
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D. BATU UJI
Bahwa Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu dianggap Pemohon

bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon.



E. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap pengujian Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu dalam
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permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:
[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh
Pemohon berkenaan dengan Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
untuk menjadi anggota DPD (Pasal 182 UU 7/2017) dan persyaratan menjadi
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 240 ayat (1) UU
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7/2017], yang dinilai oleh Pemohon tidak membatasi berapa periode seseorang
dapat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Tanpa adanya pembatasan dimaksud, persaingan antar calon untuk menjadi
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota semakin ketat.
Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam permohonan, dominasi mereka yang
mempunyai sumber daya kuat dikarenakan sudah lama menjabat akan
mengurangi kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri di masa depan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017.
Sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3] yang berstatus
sebagai mahasiswa [vide bukti P-3], menerangkan memiliki hak konstitusional,
yang setelah menyelesaikan pendidikan bercita-cita menjadi anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota menganggap berlakunya norma
pasal-pasal a quo menyebabkan Kketidakjelasan dan ketidakpastian hukum
sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.6.2] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan syarat
kerugian Kkonstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan
Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini Pemohon menjelaskan adanya hak
konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya,
dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional
yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh
berlakunya norma undang-undang, dalam hal ini norma Pasal 182 dan Pasal 240
ayat (1) UU 7/2017, menurut Mahkamah, diperlukan syarat yang bersifat
imperative, yaitu anggapan kerugian konstitusional faktual atau setidak-tidaknya
potensial kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujiannya;

[3.6.3] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang
bersifat aktual adalah adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret
atau riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma
undangundang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian hak
konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum secara
konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan
oleh berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan
kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya



telah bertumpu pada berlakunya norma undang-undang. Sekalipun kedua norma
telah efektif berlaku, secara normatif, kedua norma yang diuji
Kkonstitusionalitasnya merupakan norma yang mengatur ihwal persyaratan untuk
dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
atau DPRD Kabupaten/Kota. Karena kedua norma dimaksud berkenaan dengan
persyaratan, hal substansial yang harus dinilai oleh Mahkamah selanjutnya,
adalah apakah dengan berlakunya persyaratan sebagaimana termaktub dalam
norma Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 telah menyebabkan atau
potensial menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan menjadi calon anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

[3.6.4] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama norma dalam
Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017, kedua norma dimaksud merupakan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mencalonkan atau
mengajukan diri sebagai calon anggota DPD atau diajukan sebagai calon anggota
DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Artinya, kedua norma
dimaksud baru dapat dinilai telah merugikan atau setidak-tidaknya potensial
merugikan hak Kkonstitusional Pemohon apabila kedua norma dimaksud
menghalangi hak Pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Dengan membaca
persyaratan yang termaktub dalam norma Pasal 182 UU 7/2017, norma a quo
sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk mengajukan diri sebagai
calon anggota DPD. Begitu pula, norma Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 tidak
menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk diajukan sebagai calon anggota
DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, syarat
sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017
merupakan syarat personal yang melekat pada individu yang akan mencalonkan
diri atau diajukan sebagai calon;

[3.6.5] Bahwa oleh karena anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat
aktual maupun potensial dengan berlakunya norma a quo, Pemohon telah
terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan adanya Kkerugian atau anggapan
kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1)
UU 7/2017. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal
verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,
dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-
syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat imperatif.
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo.
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F. AMAR PUTUSAN:

Mengadili:
Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi
setiap orang) yang wajib dipatuhi oleh seluruh organ penyelenggara negara,
organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023 yang menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima mengandung arti bahwa ketentuan
pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
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